BABV PENUTUP

1.1  KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai pertanggungjawaban

keuangan oleh bendahara pengeluaran dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme  Pertanggungjawaban Keuangan oleh  Bendahara
Pengeluaran pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dibedakan dalam
pertanggungjawaban dalam_Kkegiata jalanan Dinas, Konsumsi rapat,pembelian
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1.2 SARAN
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pertanggungjawabankeuanganroleh Bendaharaspengéltaranpada Dinas Koperasi dan

mekanisme

UKM  Provinsi Sumatera Barat, penulis memberikan saran sebaiknya
Pertanggungjawaban keuangan oleh bendahara pengeluaran pada Dinas Koperasi dan
UKM Provinsi Sumatera tetap dalam tahap taat dan berjalan sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku. Sehingga menjadi panutan bagi SKPD Lain yang ada di
Indonesia Khusunya di Provinsi Sumatera Barat Itu sendiri dalam menjalanknan

tugasnya.






